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UNDANG-UNDANG TENTANG KEARSIPAN.

ABSTRAK

bahwa dalam rangka mempertahankan Negara Kesatuan
Republik Indonesia dan mencapai cita-cita nasional
sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, arsip sebagai
identitas dan jati diri bangsa, serta sebagai memori, acuan, dan
bahan pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara harus dikelola dan diselamatkan oleh
negara;

bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan
terpercaya, menjamin perlindungan kepentingan negara dan
hak-hak keperdataan rakyat, serta mendinamiskan sistem
kearsipan, diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai
dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan sebagaimana
dibutuhkan oleh suatu sistem penyelenggaraan kearsipan
nasional yang andal;

bahwa dalam menghadapi tantangan globalisasi dan
mendukung terwujudnya penyelenggaraan negara dan
khususnya pemerintahan vyang baik dan bersih, serta
peningkatan kualitas pelayanan publik, penyelenggaraan
kearsipan di lembaga negara, pemerintahan daerah, Lembaga
pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi
kemasyarakatan, dan perseorangan harus dilakukan dalam
suatu sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang
komprehensif dan terpadu;

bahwa ketentuan dan pengaturan yang berkaitan dengan
penyelenggaraan kearsipan masih bersifat parsial dan tersebar
dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga perlu
diatur secara komprehensif dalam suatu undang-undang

tersendiri;



CATATAN

bahwa penyelenggaraan kearsipan nasional saat ini pada
dasarnya belum bersifat terpadu, sistemik, dan komprehensif
yang semuanya tidak terlepas dari pemahaman dan pemaknaan
umum terhadap arsip yang masih terbatas dan sempit oleh
berbagai kalangan, termasuk di kalangan penyelenggara
negara;

bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang
Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan perlu disesuaikan
dengan perkembangan  dan kebutuhan kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dipengaruhi
oleh perkembangan tantangan nasional dan global serta

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi;

Dasar hukum Undang-Undang ini adalah: Pasal 5 ayat (1), Pasal
20, dan Pasal 28F UUD Negara Rl Tahun 1945.

Dalam Undang-Undang ini diatur tentang penyelenggaraan
kearsipan dengan ruang lingkup yang meliputi keseluruhan
penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan
arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh
sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya
lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ruang lingkup tersebut meliputi kegiatan yang dilakukan oleh
lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan,
perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan

perseorangan, serta lembaga kearsipan.

Undang-Undang ini ditetapkan pada tanggal 23 Oktober 2009.
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23
Oktober 2009.

Lampiran 30 halaman.



